
BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NoMOR L4 TAHUN 2()18

TINTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH TAHUN 2OIA-2O25

DINGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI BARITO TIMUR,
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan
Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2072 tentang
Rencana Umu m Penanaman Modal dan Pasal 4
ayat {21 Perat.uran Kepiila Badan Koordinasi
Penanaman M,cdal Nomor 8 Tahun 2OI2 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Unum Penanaman
Modal Provinsl dan Rencana Umum Penanaman
Modal Kabupatenf Kota, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Renacana Umum
Penanaman M,rdal Kabupaten Barito Timur Tahun
20tB-2025;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO2 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Baito Timur di Provisni K4limaatan
Tengah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 18, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomrrr aalll;
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang
Rencana Pemtrangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2AO5-2O25 (Lembaran Negara Republik
Indonesia TatLun 2OOT Nomor 33, Tambahan
Lerrtbaran Negra Republik Indonesia Tahun Nomor
47OOl;

Undang-Undarrg Nomor 25 TaJrun 2OOT tentang
Penanaman lt{odal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negrua Republik Indonesia Nomor a72al;

Mengingat : 1.

2.

oJ.



4.

5.

6.

8.

9.

7.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 68), Tambahan
(Lembaran Neg.ara Republik Indonesia Nomor
a725]';
Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2Ol1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negala Republik Indonesia Tahun 2O1I
Nomor 82, Tamoahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor' 523fl;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 22+, Tambahan
Lembaran Negala Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana te.ah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 15
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Talun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (LembrLran Negara Republik Indonesia
Tahun 20 15 lrlomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republil.: Indonesia Nomor 56791;
Peraturan PerrLerintah Nomor 1 Tahun 2008
tentang Inveslasi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14
Tambahan Lerr.baran Negara Republik Irtdonesia
Tahun Nomor 48121 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun
zOLl tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Noraor 1 Tahun 2008 tentang Investasi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20 1 l Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Tahun Nomor 5261|;
Peraturan Penrerintah Nomor 45 Tahun 2008
tentang Pedoman Pemberian Insentif dan
Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di
Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a861);
Peraturan Pernerintah Nomor 1 Tahun 2Ol2
tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 14,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor a9t2l;

10. Peraturan Pernerintah Nomor 24 Tahun 20 18
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektrcnik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 50 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 62L5|;



ll.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang
Rencana Umunr Penanaman Modal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 42);

12. Peraturan Presiien Nomor 39 Tahun 2014 tentang
DaJtar Bidang llsaha yang Tertutup dan Bidang
Usaha yang Tertruka dengan Persyaratan di bidang
Penanaman Modal;

13. Peraturan PresiCen Nomor 97 Tahun 2Ol4 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 22ll;

14. Peraturan Presirlen Nomor 91 Tahun 2Ol7 tentang
Percepatan Pe,.aksanaan Berusaha (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OtT Nomor
2to);

15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum
Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum
Penanaman Mo,lal KabupatenlKota (Berita Negara
Republik Indone sia Tahun 2013 Nomor 93);

16. Peraturan Kepzrla Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan
Tata Cara lzin Prinsip Penanaman Modal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015- Nomor
L4781 sebagaimana diubah dengan Peraturan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor
6 Tahun 2OLO tentang Perubahan Atas Peraturan
Badan Koordirasi Penanaman Moda Nomor 14

Tahun 2015 te:rtang Pedoman dan Tata Cara lzin
Prinsip Penanannan Modal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahua 2016 Nomor 853);

17. leraturan Keprrla Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 11i Tahun 2015 tentang Pedoman dan
Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman
Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2}fi Nomor A79);

18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Nomor 7 Tahurt 20 18 tentang Pedoman dan Tata
Cara Pengendatian Pelaksanaan Penanaman Moda-l
(Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2018
Nomor A79l;

19. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 65
Tahun 2Ol5 tr:ntang Rencana Umum Penanamarr
Modal Provinsj Kalimantan Tengah Tahun 2016-
2025 (Berita f)aerah Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2015 Nc,mor 65);



20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 8
Tahun 2Ol3 r.entang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Barito Timur Ta-hun 2Ol3-2O18 (Lembaran Daerah
Kabupaten Barit,: Timur Tahun 2013 Nomor 15);

2l.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor
16 Tahun 2003 tentang Rencana Pembangunari
Jangka Padang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito
Timur 2OO8-2Orl8 (Lembaran Daerah Kabupaten
Barito Timur Tahun 2008 Nomor 16, Berita
Negara Republik indonesia Nomor 13121;

22.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5
Tahun 2At4 tentang Rencana Tata Ruang Wiiayah
Kabupaten Barito Timur 2Ol4-2O34 (Lembaran
Daerah Kabupilten Barito Timur Tahun 2Ol4
Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM
PENANAMAN MODAL I(ABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN 2ota-2ol25.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur sebagai kesatuan masyarakat

hukum yang mempunyai bata.s-batas wilayah yang berwenang
mengatur dan mengurus urus€u:I pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat da,lam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerirLtahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahzLn yarrg menjadi kewenangan daerah
otonom.

3. Bupati adalah Bupati Barito Timrtr.
4. Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur yang selanjutnya disebut

Perangkat Daerah adalah unsu.r Pembantu Kepala Daerah dan
Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Barito Timur dalam
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.

5. Dinas Penanaman Modal dan I'elayanan Terpadu Satu Pintu yang
selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu K;tbupaten Barito Timur.



6. Penarraman Modal adalah segala bentuk kegiatan menarrafir modal,
baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal
asing untuk melakukan usaha di u,ilayah negara Republik Indonesia.
Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang
melakukan penanaman moda-l yang dapat berupa penanam moda,l
dalam negeri dan penanam modal rrsing.
RUPM merupakan dokumen Perencarlaan Penanaman Modal Jangka
Panjang berlaku sampai dengan Tahun 2A25.
RUPMP Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Barito Timur
yang selanjutnya disebut RUPMK Barito Timur adalah dokumen
perencanaan penanaman moda-l daerah Kabupaten Barito Timur
yang disusun dan ditetapkan ok:h Bupati sesuai dengan Rencana
Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Tengah dan prioritas
pengembaxgan potensi Kabupaten Barito Timur.
Kepala Dinas Penanaman Modal rlan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
yang selanjutnya disingkat Kepa.a DPMPTSP adalah Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Barito Timur.
Rencana Umum Penanaman Mrdal Kabupaten yang selanjutnya
disingkat RUPMK adalah dokumt:n perencanaan penanarnan modal
daerah yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah
Kabupaten Barito Timur sesuai dengal rencana umum penanainan
modal daerah dan prioritas pengembangarl potensi daerah yang
berlaku sampai dengan tahun 2025 dengan mengacu pada Renca:ea
Umum Penanaman Moda-l Provinsi Kalimantan Tengah

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan RUPMK Tahun 2Ot8 sampai
dengan 2025 yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan arah
kebijakan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Barito
Timur, Penanaman Modal dan masyarakat dalam penyelenggaraan
penanamal modal.

Pasal 3
RUPMK sebagaimana dimaksud pada pasal 2 bertujuan :

a. Terbangunnya keterpaduan dax konsistensi antara RUPM, RUPMP
dan RUPMK dengan dokumerr perencanaan pembangunan dan
perencaraan wilayah;

b. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan
serta berkualitas dengan mewujudkan iklim penallaman modal yang
menarik, ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
daerah;

c. Mendorong penanarnan modtrl bagi peningkatan daya saing
perekonomian daerah dan nasional;

7.

8.

9.

10.

11.



Mendorong terjadinya peralihan teknoiogi, pengetahuan dan modaldari penanam modal kepada masyaraf.at daerah.memberikan kepastian h"d;;;;:*T,Penanama, uoo.r di Daerah, 
uo' dalam perencanaan umum

memberikan arah kebijakan pena:raman 
Moda_. di Daerah;sebagai acuan bagi perangkat Da,:rah dalam f"irt 

"..,aan kebijakanterkait penanaman Modal di Daerah; dansebagai peta panduan (road 
^;; ?enanaman Modar di Daerah.

RUA#:,III*U*

Pasal 4{1) Ruang lingkup RUPMK meiiputi:
a. pendahuluan;

b. Asas dan Tujuan;
c. Visi dan Misi;
d. Arah Kebijakan penanaman Modril;

1. Arah Kebijakan Urnum;
2' Arah Kebijakan Penanaman Modar, terdiri dari :a) perbaikan Iklim penanaman Modal

b) persebaran penanaman Monal;
c) Fokus pengembangan pangan, Infrastruktur, Energi, IndustriHiiir, pariwisate, dan perikanan
d) penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan;e) pemberdayaan 

Usaha Mikro, Kec,, na*"rrgrh dan Koperasi;f ) pemberian Kemudahan dan/atau i.r".rr,ir penanaman Modai;g) pengembangan sumberdayrr Manu"iu ior."r dan Alih ret<notogie. Peta panduan (Road Map) implernentasi nUpfVfK; dant 
;:fffilT" Kebijakan Rencana umum penanaman 

Modar
g' Rencana Fasilitas Rearisasi proyek penanaman Modal yang strategisdan yang cepat Menghasilkan sesuai ketentuan pu..t I ayat (2)Peraturan Kepala gaJan Koorriinasi penanaman Modal Nomor gTahun 2012 tentang pedom,an penyusunan Rencana umumPenanaman Modal provinsi orn R"rrcrr" u*rm penanaman ModalKabupaten/Kotasehingga meni.di sebagai berikut :-T:iffJ#ffffdt"* dimaksud-dd; pasal 2 meliputi :

b. Asas dan Tujuan;
c. Visi dan Misi;
d. Arah Kebijakan penanan:.an Moda1;1. Arah Kebijakan;

2. Arah Kebijakan pena:raman Modal, terdiri dari :a) perbaikan Iklim pe:nanaman frAoAa;b) pesebaran penanaman Modal;c) Fokus pengemba,rgaJl pangan, Infrastruktur, Energi,Industri Hilir, parjwisat", aJ,-p.rikanan.

d.

e.

f.
ob.

h.



d) Penanaman Moda-l ) ang Berwawasan Lingkungan;
e) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan

Koperasi;
f) Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanarnan

Modal; dan
g) Pengembangan Surnberdaya Manusia l,okal dan Alih

Teknologi.
e. Peta Panduan /Road Map)implementasi RUPMK;
f. Pelaksanaan KebUakan Rencana Umum Penanaman Modal

Kabupaten; dan
g. Rencana Fasilitasi Realisasi Proyek Penanaman Modal yang

Strategis dan yang CeprLt Menghasilkan. (Ditambah point
point 5 batang tubuh sete.ah tulisan huruf g)

(2) Uraian RUPMK sebagairnana dimal:sud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagiarr tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 5
(1) Pelaksanaan RUPMK dikoordinasikan oleh DPMPTSP sesuai dengan

urusan pemerintahan, urusan wajib, tugas pokok dan fungsinya.
(2) Dalam rangka pelaksanaan RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Pemerintah Kabupaten Barito Timur dapat memberikan fasilitas,
kemudahan dan/atau insentif penallaman modal sesuai ketentuan
peraturan perundang- undangan.

(3) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana
dimaksud pada ayat {2l', mengacu pada arah kebijakan pemberian
fasilitas, kemudahan dan/atau insentif seabagaimana tercantum
dalam dokumen RUPMK.

(a) Pemberian fasilitas, kemudahan, c|anfatau insentif sebagaimana pada
ayat (3) dievaluasi gecara berkala oleh DPMPTSP dengan melibatkan
Perangkat Daerah terkait.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6
(1) Kepala DPMPTSP melaksanakan pemantauan terhadap penyusunan

kebijakan penanaman modal liabupaten/Kota dan pengendalian
pelaksanaan penanarnan modal di Kabupaten Barito Timur.

(2) Pelaksanaan RUPMK dievaluasi secara berka1a oleh Kepala DPMPTSP
dengan melibatkan perangkat daerah Kabupaten Barito Timur dan
para pemangku kepentingan di bitlang penanaman modal.

(3) Evaluasi RUPMK sebagaimana rlimaksud pada ayat (3) diiakukan
paling sedikit 1 (satu) kali dalam rvaktu 2 (dua) tahun.

(a) Hasil evaluasi sebagaimana dinraksud pada ayat (4) disampaikan
kepada Bupati.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal ?l ftFuSett- 2018

BUPATI BARITO TIMUR,

MEBAS

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal ?l p€S€HeEtt- 2OL8

SEKRETARIS DAERAH
I{ABUPATEN BARITO TIMUR,

ISKOP

BERITA DAERATI KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 74



LAMPIRAI{
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NoMoR 2.4 tenuN 2018
TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAI,
DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN 2orA-2ol25

URAIAN RUPMK

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peran Pemerintah Daerah da-lam memfasilitasi perkembangan penanaman

modal sangat diperlukan untuk menciptaka-n efisiensi dan suasana kondusif

iklim penanaman modal. Melalui Undang-lJndang Nomor 25 Tahun 2OAT

tentang Penanaman Modal, PemerintatL telah berupaya menyikapi

perkembangan penanaman modal dengan mendelegasikan kewenangan terkait

penanaman modal, dengan harapan dapat memacu pertumbuhan penanarnan

modal yang konsisten dan berkelanjutan muiai dari pusat hingga ke daerah.

Penanaman modal khususnya dari swasta baik dalam negeri maupun

luar negeri ditujukan untuk mendorong laju pembangunan, namun demikian

pembangunan di Daerah tidak bisa terlepas dari agenda-agenda yang sudah

tertuang dalam dokumen perencanaan penlbangunan baik jangka panjang,

jangka menengah maupun dokumen perenor"naan lainnya. Berdasarkan pada

dokumen perencanaan yang !-"lrh tersusun di Daerah, ada beberapa agenda

utama berkaitan pembangunan ekonomi khususnya. Agenda-agenda tersebut

adalah:

I. Program Lintas Peralgkat Daerah terdiri dari:

1. Reformasi Birokrasi.

2. Smart Regencg dan PerLgembangan Smart Citg

3. Pengernbangan Pertanian Modern <[an Terpadu.

4. Pengembangan Destinasi Pariwisata.

5. Pengembangan Ekonomi Kreatif



II. Program Kewilayahan terdiri dari: 
. i

L Pembangunan Wilayah Strategis (Du sun Timur - Paju Epat - Dusun

5.

6.

7.

8.

Tengah)
Pengembangan Kawasan Agropolitan / Minapolitan.

Pengembangan Kawasan Perdagangan.

Pengembangan dan Peningkatarr Mutu Kawasan Strategis

Bendungan Tampa, Talohen dan Karau

Pembangunan Jalan Lintas Kawasar

Pengembangan Kawasan

Pengembangan Destinasi Wisata.

Pengembangan Kawasan Kecamatan dan Perdesaan.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2Ol2

tentang Rencana Umum Penanaman Modal, oan Peraturan Daerah Kabupaten

Barito Timur Nomor 9 Tahun 2Ot2 tentang Penanaman Modal, Daerah

berkewajiban menyusun dokumen RUPMD sebagai pedoman dalam penentuan

kebijakan penanaman modal di Daerah.

RUPMD merupakan dokumen perencan.ran yang bersifat jangka panjang

sampai dengan tahun 2025. RUPMD berfurngsi untuk mensinergikan dan

mengoperasionalisasikan seluruh kepentinga:r sektoral terkait

Dalam pelaksanaan kebijakan penanaman modal Pemerintah Daerah

memberikan fasilitas, kemudahan, danlatau insentif penanaman modal sesuai

ketentual peraturan perundalg-undangan.

Untuk mendukung pelaksanaan RUPMK guna mendorong peningkatan

penanaman modal yang berkelanjutan, diper{ukan kelembagaan yang kuat di

Daerah.Oleh karena itu, visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di

bidang penanaman moda-l merupakan suatu keharusan, khususnya terkait

dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan, dan koordinasi

dari masing-masing pihak.

Dalam RUPMK juga ditetapkan bahwa arah kebijakan pengembangan

penanaman modal harus menuju progranr pengembangan ekonomi hijau

(green economg), dalam hal ini target perttrmbuhan ekonomi harus sejalan

dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunarr lingkungan hidup, yang meliputi

perubahan iklim, pengendalian kerusakae keanekaragaman hayati, dan

pencema-ran lingkungan, serta penggunaan e nergi baru dan terbarukan.

Guna menindaklanjuti Rencana Umu m Penanaman Modal Nasional,

Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan

Daerah Kabupaten Barito Timur baik yarLg berkaitan dengan RPJPD dan

RPJMD.

2.

3.

4



BAB II
ASAS DAN TUJUAN RUPMK

2.1. Asas

Asas yang menjadi prinsip dan nilai-rrilai dasar dalam mewujudkan

tujuan penanaman modal di Kabupaten BarLto Timur berdasarkan Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2AOT tentang Penanaman Modal yaitu :

4.

1.

2.

3.

5.

6.

Kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang meletakkan

hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai

dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang

penanaman modal.

Keterbukaan, yakni asas yang terbuka terhadap hak masyarakat

untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak
diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal

Akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan

dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai

pemeg€ulg kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangaa.

Perlakuan yang sarna dan tidak rnembedakan asal negara, yakni

asas perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam

negeri dan penanam moda-l asing maupun antara penanam modal

dari satu negara asing dan penirnam modal dari negara asing

lainnya.

Kebersamaan, yakni asas yang mendorong peran seluruh penanarn

modal secara bersama-salna da,am kegiatan usahanya untuk

mervujudkan ke sejahteraan rakyat.

Efisiensi berkeadilan, yakni asas yang mendasari pelaksanaan

penanaman moda,l dengal mengedepankan efisiensi berkeadilan

dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif,

dan berdaya saing.

Berkelanjutan, yakni asas yang secara terencana mengupayakan

berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk
menjamin kesejahteraan dan l.:emajuan da-lam segala aspek

kehidupan, baik untuk masa kini nraupun yang akan datang.

7_



8. Berw-awasan lingkungan, yakni asas penanaman modal yang

diiakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan

perlindungan dan pemeliharaan lingliungan hidup.

9. Kemandirian, yakni asas penanama:r modal yang dilakukan dengan

tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak

menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya

pertumbuhan ekonomi.

10. Keseimbangan kemajuan dan kesatueur ekonomi nasional, yakni asas

yang berupaya menjaga keseimbangan kemqiuan ekonomi wilayah

dalam kesatuan ekonomi nasional-

2.2. Tujuan

RUPMK bertujuan:

1. meningkatkan pertumbuhal ekonomi Daerah;

2. menciptakan dan memperluas lapangan kerja;

3. meningkatkan pembangunan ekononri berkelanjutan;

4. meningkatkan kemampuan daya saiag dunia usaha di Daerah;

5. meningkatkan kapasitas dan kemarrpuan teknologi Daerah;

6. mendorong pengembangan ekonomi keralgratan;

7. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan

menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun

dari luar negeri; dan

8. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



BAB III
VISI-MISI

3.1. Visi

Berdasarkan visi dalam Rencana Umum F'enanaman Modal Nasional tahun

201,2-2025 yaitu " Mettdorong Pena;no;ntant Modal gang BerkelanJutan dalatn

rangka Perurufudan Indonesla gang fuIandirl, Moiu, dan SeJahtera".

Selanjutnya visi dalam Rencana Umum Penanraman Modal Provinsi Kalimantan

Tengah Tahun 2Ol7-2O25 yaitu "Terutufitdnga Prouinsi KalTm.antan Tengah

sebagai Daerah Penantam,an Modal gdng mcnarlk, bettttm.bu,h dan

berkelanJutan dengan diserAal kornltrnert gq.ng kuat menuju ma.sgrakat

ydng ma.Ju, mandirl. dan ddil",

Untuk itu maka visi penanaman modal Daerah Kabupaten Barito Timur

sebagai berikut ; $Meurujudkan perfrimbuhan inaestasi ga flg antttrrt,

ttgaman, dan berkel.anjutan untuk terutujudnga tnasyarakat l{abupaten

Bdrito Timur gang sejahtera, mandiri, dan berdaga sa:izrg berbd.si"s

kemc:panz,on ekononti kreatif .

3.2. Misi

Misi RUPMK meliputi:

1 Menjamin iklim investasi yang kondusif

2. Penguatan peran dan fungsi lembaga penanaman modal dalam

pelayanan dengan penguatan kapasitas dan kapablitas SDM

3. Pembinaan dan pengendalian penanaman modal yang kooperatif

4. Optimalisasi promosi potensi Kabupaten Barito Timur

5. Penggalian potensi peluang investas,, yang terintegrasi



BAB IV

ARAH KEBIJAI(AN PENANAMAN MODAL

1.1. Arahan Kebijakan Peuanamao Modal

A. Misi Ke-1 : Menjamin iklim investasi yang kondusif

i. Penataan birokrasi pelayanan perijinal dan penataal kelembagaan

penanarnan modal, meliputi:

a. Pembangunar sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang
penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap
penanaman modal

b. Penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman

modal.

c. Peningkatan koordinasi antar lernbaga/instansi terkait.
d. Proaktif menjadi inisiator penanarnan modaL serta berorientasi

pada pemecahan masalah (problem-soluing) dan memfasilitasi

kepada para caion penanam rnodal maupun penanam modai

yang sudah aktif.

e. Menghilangkan praktek percaloan dalam perijinan penanaman

modal.
* f. Penerapan layanan perijinan on-line atau elektronik untuk

mempermudah dan mempe rsingkat, serta menciptakan

transparasi perij inan.

1) Peningkatan kua-litas budaya kerja bagi tenaga kerja di sektor dunia
usaha maupun pelayanan publik oieh pemerintah daerah, meliputi:
a. Mendorong sektor swasta untuk. menerapkan sistem manqjemen

yartg profesional, dengan sistem kompensasi berbasis

kinerja/output.

b. Mendorong terbentuknya budaya kerja dan pelayanan berbasis

kepuasan masyarakat dan output.

c. Peningkatan penyebaran penanaman modal berdasarkan

pembagian wilayah regional RUPM Kabupaten Barito Timur.

d. Potensi Investasi Kabupaten Barito Timur ;

1) Potensi Bahan Tambang Ke arah timur terdiri dari bahan

Batubara, Bijih Besi, Sirtu, Latret dan Andesit. Sedangkan ke

arah Barat adaiah Pasir Kuarsa dan Koa-lin.



2) Potensi Pertanian, Peternakan dan Perikanan

o Talaman Pangan : Kacalg Hijau, Kacang Kedelai, Kacang

Tanah, Jagung, Padi Lar1ang, Padi Sawah, Ubi Jalar dan

Ubi Kayu.

o Buah-buahan : Durian Cempedak, Paken, Rambutan,

Langsat, Pisang dan Jenrs buahbuahan lainnya.

o Perikanan Darat : ikan Sungai dan Ikan Budidaya

o Peternakan : Sapi Potong, Kerbau, Kuda, Kambing, Babi

dan Ayam.

3) Potensi Kehutanan dan Perkebunan

a. Kehutanan

o Kayu Buiat dan Kayu Olahan

o Rotan dan Damar

b. Perkebunan

Karet, Kelapa, Kelapa Sawit KOMODITI LUAS LAHAN

(Ha) TOTAL PRODUKSI (Ton) Karet 59,592,02 14.047,37

Kelapa 168,80 20,16 Kerapa sawit 23.799,62 19.767,43

4! Potensi Wisata dan Budaya ,

Danau Maudan, Rumah lletang, Watu Uei Makam -Putri

Manyang, Makam Tumenggung Jaya Karti, Embung Sirau,

Desa Tradisional Telang Baru, Tarnbak Mas Raja Paju Epat

Soeta Oeno, Konservasi E)kosistem Alam Jenis Anggrek,

Patung Atreh, Liang Saragih, Riam Sentaki, Danau Putai,

Liang Ayah, Riam Kendong, Riam Palalang dan Riam Kusing,

Bendungan 
'Talohen, 

Benciungan Tampa dan Bendungan

Karau.

5) Menciptakan produk-produk pelayanan unggulan bagi

penanaman modal daerah, lneliputi:

a. Mendorong dan menetapktrn terbentuknya jenis pelayanan

unggulan bagi penanaman modal, serta membentuk siogan

pelayanannya.

b. Meningkatkan kapasitas tlan kualitas layanan unggulan

bagi penanarnan modai.

c. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia atau aparatur

layanan unggulan bagi penrlnaman modal.

d. Penyusunan standar operasional peiayanal yang bertrasis



B.

e. Implementasi pelayalan prima (excellent service) dalam

layanan unggulan penarlaman modal, yang didasari pada

standar operasional pelayanan.

Misi Ke-2 : Penguatan peran dan fungsi lembaga penanaman moda-l dalam

pelayanan dengan penguatan kapasitas dan kapablitas SDM

Meningkatkan kemampuan daerah untuk mendorong atau merangsang

agerr para investor mau menanarnkan moda.lnya di Daerah,meliputi:

a. memberikan insentif bagi penanaman rrrodal di Daerah;

tr. mend.orong masuknya penanaman modal yang dapat meningkatkan

produksi disemua sektor, untuk penrenuhan kebutuhan pasar dan

peningkatal produksi di semua sektor; dan

c. mendorong pengembangan infrastruktur penunjang kegiatan

penanaman modal secara seimbang dan sesuai kebutuhan.

d. mendorong pengembangan lembaga-lembaga bermitra

e. mendorong kegiatan pendidikan non formal berbasis enterprenurship

f. mendorong masyarakat untuk berjiwa wirausaha kreatif

Misi Ke-3 : Pembinaan dan pengendalian penanaman modal yang kooperatif

Menguatkan kemampuan usaha mikro dan koperasi d.imana para pLUm

usaha mikro dan koperasi berinisiatif untuk memulai proses kegi.atan

usaha dan memperbaiki kondisi usaharrya oleh dirinya sendiri, dalam

rangka meningkatkan penanaman moda-l dari pelaku usaha mikro dan

koperasi, meliputi:

a. pemantapan

kemampuan

pemasaran,

meningkat.

b. optimalisasi pola kerja sama altara usaha mikro, dan koperasi

dengan pihak lain da-lam rangka pengembangan usaha dalam

bidang: manajemen, produksi, permodalan dan pemasaran.

c. pembentukan badan usaha baru dengan skala yang lebih besar oleh

para pelaku usaha mikro, dan koperasi untuk meningkatkar kelas

usaha agar mampu meningkatkan daya saing dengan usaha besar.

Serta mendorong pemerataan penanarnan modal antar wilayah

dengan memberikan dorongan kepatla ca-lon investor agar mau

menanamkan modalnya secara merata di Daerah secara seimbang

meliputi.

C.

skala usaha mikro, dern koperasi melalui peningkatan

usaha dari sisi: permodalan, manajemen, produksi dan

sehingga kelas usaha mikro, dan koperasi dapat



1 . Mendorong pengembangan infrastrukt,-rr penunj ang kegiataa ekonomi,

baik oleh swasta maupun pemerintah.

a.. mendorong sektor swasta untuk masuk da-lam penanaman modal

bidang infrastruktur melalui kebijakan insentif penanamal modal.

b. mendorong pembangunan infrastnrktur kegiatan ekonomi yang

menunjang transportasi, produksi dan distribusi input output.
2. Mendorong Pemerataan Penanaman Modal Antar Wilayah

a. penurunan kesenjangan persebaran penanaman rnodal melalui
pemerataan penanaman modal antara kawasan utara dan kawasan

selatan.

b. pemberian insentif dan disinsentif cagi penanarnan modal di lokasi

kawasan wilayah bagian utara dengan selatan.

c. mendorong pengembangan infrrlstruktur penunjang kegiatan
penanaman modal secara seimbang dan sesuai kebutuhan antara
kawasan utara dengan selatan.

3. Pengembangan penanaman modal difokuskan pada sektor Pangan,

Energi dan infrastruktur.

a. penetapan skala prioritas utama sektor pangan, energi dan

infrastruktur dalam dokumen masterplan investasi.

b. penetapan roadmap investasi yang mendahulukan sektor pangan,

energi dan infrastruktur.

c. memberikan insentif khusus bagi penanaman modal disektor

pangan / pertanian, peternakan, perikanan, dan energi.

D. Misi Ke-4 : optimalisasi promosi potensi Kabupaten Barito Timur
Arah kebijakannya sebagai berikut:

Meningkatkan level kegiatan promosi investasi secara intensif, bukan h*y"
lingkup Barito Timur dan Kalimantan Tengah tetapi juga pada investor-

investor nasional maupun investor internasional, meliputi:

a. Menciptakan strategi promosi penanaman modal;

b. Membangun kemitraan penanaman moda-i;

c. Meningkatkan peran koordinasi promosi penanatnan moda-l dengan

seluruh instansi terkait, baik di pusat lnaupun di Daerah;

d. Menguatkan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif
untuk mentransformasi minat penanamar modal menjadi realisasi

penanaman modal ; dan

e. Memanfaatkan teknologi informasi.



E. Misi ke-S : Penggalian potensi peluang investasi yang terintegrasi

Arah kebijakannya sebagai berikut:

Memilih, menetapkan dan mengembangkan sub sektor atau bidang usaha

atau produk tertentu agar tumbuh merdadi unggulan Daerah sehingga

menjadi tujuan dan pilihan utama da-la:n penanaman modal bagi calon

investor, meliputi:

a. menciptakan produk-produk unggulan pelayanal penanarnan modal

daerah yakni menetapkan dan mengembangkan jenis produk layanan

unggulan bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal yang dapat

berasal dari olahan pertanian, kehutanan, perkebunan, dan perikanan;

b. menumbuhkan sub sektor, bidang produk unggulan daerah sebagai

ikon objek investasi daerah, yakni penrbentukaa City Branding Daerah,

pengembangan sub sektor, bidang dan produk unggulan daerah.

c. mendorong pengembangan kawasan wisata dan industri yang modern

dan berwawasan lingkungan (irulustial eastatd untuk melokalisir

kegiatan dunia usaha pariwisata dan bidang industri agar mudah dalam

pengelolaan dampak lingku ngannya {Green Inue stment) ;

d. mewajibkan setiap usaha skala kecil, menengah dan besar pada setiap

kawasan yang menghasilkan limbah harus memiliki instalasi pengolah

limbah sendiri dengan membangun instalasi pengolah limbah komunal

lrrg. bagi Usaha Mikro, dan Koperasi



BAB V

PETA PANDUAN IROADMNI IMPLETVIENTASI RUPMD

Tabel 1. Peta Panduan (Rohdmap) Implementasi RUPMD

Fase I : Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan

Fase

Fase Pengembailgar

Penanaman Modal yang

Relatif Uludah dan Cepat

Menghasilkan

Perangkat Daerah Terkait 2018 2019 2020 2021 2422 2023 2024 2426

Roadmap
Penanaman
Modal
Daerah

1. Penataan birokras:
pelayanan perizinan dan
penataan kelembagaar
penanaman modal.

Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah,
Bagian Hukum Sekretariat
Daerah, Dinas Penanaman
Modal dan PTSP

x x

a. Pembangunan sistem
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PISP) di bidang
penanaman modal yane
lebih efektif & akomodatif
terhadap penanaman
modal.

Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah,
Bagian Hukum Sekretariat
Daerah, Dinas Penanaman
Modal dan PTSP

x x

b. Penguatan PTSP d
bidang penanaman modal

Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah,
Bagian Hukum Sekretariat
Daerah, Dinas Penanaman
Modal dan PTSP

x x



Fase

Fase Pengembangan

Penanaman Modal yang

Relatif Mudah d.an Cepat

Meoghasilkan

Petangkat Daerah Terkait 2018 20L9 2A2o 20/2t 2022 20.23 2o/24 20/28

c. Peningkatan koordinas:
antar lembaga/instans:
terkait.

Bagian Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah,

Bagian Hukum Sekretariat

Daerah, Dinas Penanaman

Modal dan PTSP

x x x x x x x x

d. Proaktif menjadi inisiator
penanaman modal serte

berorientasi pade
pemecahan masalah
(ltroblem-soluing) dar
memfasilitasi kepade
para calon penanar
modal maupun penanam
modal yang sudah aktif

Dinas Penanaman Modal
dan PTSP

x x x x x x x x

e. Menghilangkan praktel

percaloan dalarr

perizinan penanamar

modal

Dinas Penanaman Modal

dan PTSP dan Inspektorat

x x x x x x x x



Fase

Peningkatan

budaya ke{a bagi

kerja di sektor dunia

maupun pelayanan

oleh pemerintah

meiiputi:

kualit
ten

usaha

publi

daerah

Fase Pengembangan

Penanaman Modal yang

Relatlf Mudah dan Cepat

It[eoghasilkan

Perangkat Daerah Terkalt

f. Penerapan layan
perizinan online ata
elektronik untu
mempermudah 4
mempersingkat, se

menciptakan
transparansi perizinan.

Dinas Penanaman Modal
dan PTSP, Dinas

Komunikasi dan
Informatika

Dinas Penanaman Modal

dan PTSP. Dinas

Perindustrian dan Tenaga

Kerja, Bagian Organisasi

Sekretariat Daerah

a. Mendorong sektor swasta
untuk menerapkan sistim
manaJemen
profesional,

Dinas Penanaman Modal
dan PTSP



Fase

Fase Pengembangan

Penanaman Modal yang

Relatif lUudah dan Cepat

Menghastlkan

Perangkat Daerah Terkait 2018 20t9 2o/2ol 2021 20.22 2o.2s 2024 20.26

sistim kompensas
berbasis kinerja / output.

b. Mendorong terbentuknya

budaya kerja dan

pelayanan berbasis

kepuasan masyarakal

dan output.

Penanaman Modal dan

PISP,

Bagian Organisasi

Sekretariat Daerah

x x x

3. Menciptakan produk-produk
pelayanan unggulan bag:

pelayanan penanamax

modal daerah, meliputi:

Dinas Penanaman Modal

dan PTSP

x x x

a. Mendorong dar:

menetapkan

terbentuknya jenis

pelayanan ungguian bagi

penanaman modal serte

Dinas Penanaman Modal

dan PTSP

x x x



Fase

Fase Pengembaogan

Penanaman Modal yang

Relatif lVludah dan Cepat

Menghasilkan

Perangkat Daerah Terkait 2(}18 2At9 2o/2o 2A2L 2022 2428 20.24 2026

membentuk slogan

pelayanannya.

b. Meningkatkan kapasitas

dan kualitas layanar

unggulan bagi

penanaman modal.

Dinas Penanaman Modal

dan PTSP,

x x x

c. Meningkatkan kualitas

sumberdaya manusia

atau aparatur pelayanan

unggulan bagi

penanaman modal

Dinas Penanaman Modal

dan PTSP, Badan

Kepegawaian Daerah

x x x

d. Penyusunan standar

operasional pelayanan

yang berbasis pada

kepuasan konsumen I

Dinas Penahaman Modal

dan PTSP, Bagian

Organisasi Sekretariat

Daerah

x x x



Penanam,an Modal yaag

Relatif llludah daa Cepat
Menghasilkan

.a

Perangkat Daerah Terkait

masyarakat penggun

layanan.

e. Implementasi pela

prima (excellent seruicg)

dalam layanan unggulan

penanaman modal yang

didasari pada standar

operasion al pelayanan.

Dinas Penanaman Modal

dan PTSP, Bagian

Organisasi Sekretariat

Daerah



2024 2A26

..1

Perangkat Daerah Terkalt 2018 2019 2A20 202t 2022 202s

Fase Pengembangan

Penanaman IVIodaI yang

Relatif Mudah dan Cepat

Menghaeilkan

4. Meningkatkan

Penanaman

Nasionai dan

Pro

Modal

Internasional

Dinas Penanaman Modal

dan PTSP, Bagian

Administrasi

Perekonomian dan Sumber

Daya Alam Sekretariat

Daerah, Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan Dinas

Perikanan, Dinas Koperasi,

Usaha Mikro dan

Perdagangan, Dinas

Pertanian dan Pangan,

Dinas Perindustrian dan

Tenaga Keda, Dinas



Fase

f'ase Pengombangal
Penanaman Modal yang

Relatif llfludah dan Cepat

Menghasilkan

./l

Perangkat Daerah Terkait 2018 2019 2o.2o 202t 2022 2o23, 2024 2025

Komunikasi dan

Informatika.

Menciptakan

promosi

modal;

strategi
penanamall

Dinas Penanaman Modal

dan PTSP, Bagian

Administrasi

Perekonomian dan Sumber

Daya Alam Sekretariat

Daerah, Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan Dinas

Perikanan, Dinas Koperasi,

Usaha Mikro dan

Perdagangan, Dinas

Pertanian dan Pangan,

Dinas Perindustrian dan

x x x x x x x x



Fase

Fase Pengembangarr

Penanaman Modal yang

Relatif llfludah dan Cepat

Menghasitkan

Perangkat Daerah Terkait 2018 2At9 2020 2021 2A22 2023, 2o.24 20.26

Tenaga Keda, Dinas

Komunikasi dan

Informatika.

b. Membangun kemitraan
penanaman modal;

Dinas Penanaman Modal

dan PTSP, Dinas Koperasi,

Usaha Mikro dan

Perdagangan, Dinas

Pertalian dan Pangan,

Dinas Perindustrian dan

Tenaga Kerja, Dinas

Perikanan.

x x x x x x x x



Fase

Fase Pengembangan

Penanaman ltlodal yang

Relatif lttludah dan Cepat

Menghasilkan

..j

Perangkat Daerah Tetkait 2018 2019 20.20 202L 2022 20.2s 2024 2o.25

C. Meningkatkan Peran

koordinasi promosi

penallaman modal dengan

seluruh instansi terkait,

baik di pusat maupun di

Daerah;

Dinas Penanaman Modal

dan PTSP, Bagian

Administrasi

Perekonomian dan Sumber

Daya Aiam Sekretariat

Daerah, Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan Dinas

Perikanan, Dinas Koperasi,

Usaha Mikro dan

Perdagangan, Dinas

Pertanian dan Pangan,

x x x x x x x x



f.ase

Fase Peugembailgan

Penanamau Modal yang

Relatif Mudah dan Cepat

Menghasilkan

Perangkat Daerah Terkait 2018 20t9 20.20 202L 2022 2o.2s 2024 2426

Dinas Perindustrian dan

Tenaga Kerja, Dinas

Komunikasi dan

Informatika.

d. Menguatkan peran

fasilitasi hasil kegiatar:

promosi secara pro aktil

untuk mentransformasi

minat penanaman modal

menjadi realisasj

penanaman modal ; dan

Dinas Penanaman Modal

dan PTSP, Bagian

Administrasi

Perekonomian dan Sumber

Daya Alam Sekretariat

Daerah, Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan Dinas

Perikanan, Dinas Koperasi,

Usaha Mikro dan

Perdagangan, Dinas

x x x x x x x x



Fase

Fase Peagembangan

Peo,anaman Modal yaog

Relattf ltrludah dau Cepat

Il[enghastlkan

n

Perangkat Daerah Terkait 2018 2019 2o.2(J 20i21 2022 2o/23 2o.24 2oi25

Pertanian dan Pangan,

Dinas Perindustrian dan

Tenaga Kerja, Dinas

Komunikasi dan

Informatika.

e. Memanfaatkan teknologi

informasi.

Dinas Penanaman Modal

dan PTSP, Dinas

Komunikasi dan

Informatika.

x x x x x x x x



Tabet 2. Peta Panduan (Roadmap) Implementasi RUPMD

FaseII : Percepatan Pembangtinan Inftastruktur dan Energi

Fase

E'ase Percepatan

Pembangunan

Infrastruktur dan
l

lirrefgl

Perangkat Daerah

Penanggung-Jawab
2018 2019 2o.2ol 2o/21 20.22 20.?,3, 20.24 20.25

Roadmap

Penanama

n Modal

Daerah

1. Mendorong

pengembangan

infrastruktur
penunjang

kegiatan

ekonomi, baik

oleh swasta

maupun

pemerintah.

Badan Perencanaan,

Pembangunan, Penelitian dan
l

Pengembangan Daerah, Dinas

Koperasi, Usaha Mikro dan

Perdagangan, Dinas Pertanian

dan Pangan, Dinas Perikanan,

Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan, Dinas

Perumahan Kawasan

Permukiman dan Lingkungan

Hidup, Dinas Perhubungan,

Dinas Perindustrian dan

Tenaga Kerja, Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang

x x x x x x x x



Fase

f,'ase Percepatan
Pembangunan

Infrasttuktur dan

Energi

Perangkat Daerah

Penanggung-jawab
2018 2019 2020 202r 2422 2o.29 20.24 2A26

a. Mendorong

sektor swasta

untuk masuk

dalam

penanaman

modal bidang

infrastruktur

melalui

kebijakan

insentif

penanarnan

modal.

Badan Perencanaan,

Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah, Dinas

Perumahan Kawasan

Permukiman dan Lingkungan

Hidup, Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang,

Dinas Penanaman Modal dan

PTSP, Badan Keuangan

Daerah, Bagian Administrasi

Perekonomian dan Sumber

Daya Alam Sekretariat

Daerah.

x x x x x x x x



Fase

Fase Pereepatan

Pembangunan

Infrasttuktur dan

Energi

Perangkat Daerah

Penanggung-jawab
2018 2At9 2020 2A2L 20.22 2,A2g 2424 2025

b. Mendorong

pembangunan

infrastruktur

kegiatan

ekonomi yang

menunjang

transportasi,

produksi dan

distribusi input

output.

Badan Perencanaan,

Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah, Dinas

PekerjAan Umum dan

Penataan Ruang, Dinas
Perumahan Kawasan

Permukiman dan Lingkungan

Hidup, Dinas Perhubungan,

Dinas Pertanian dan Pangan,
Dinas Koperasi, Usaha Mikro

dan Perdagangan, Dinas

Perindustrian dan Tenaga

Kerja, Dinas Perikanan,

Bagian Administrasi

Perekonomian dan Sumber

x x x x x x x x



f,'ase

Fase Percepataa

Pembangunan

Infrastruktur dan

Energi

Peraugkat Daerah

Penanggung-Jawab
2018 20L9 2o.2o 2o.21 20.22 2023. 2A24 2025

2. Mendorong

Pemerataan

Penanaman

Modal antar

wilayah

Daya AIam Sekretariat

Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan

PTSP, Bagian Administrasi
:

Perekonomian dan Sumber

Daya Alam Sekretariat

Daerah, Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Dinas Perikanan,

Dinas Koperasi, Usaha Mikro

dan Perdagangan, Dinas

Pertanian dan Pangan, Dinas

Perindustrian dan Tenaga

Kerja, Dinas Komunikasi dan

Informatika.

x x x x x x x x



f'ase

Fase Percepatan

Pembangunan

Infrasttuktur dan

Energi :

Perangkat Daetah

Penanggung-jawab
2018 2019 2420 2o2r 2022 20.29 2024 2025

a. Penurunan

kesenjangan

persebaran

penanaman

modal melalui

pemerataan

penanaman

modal antara

kawasan utara

dan kawasan

selatan.

Badan Perencanaan,

Pembangunan, Penelitian dan
i

Pengembangan Daerah, Dinas

Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang, Dinas

Perumahan Kawasan

Permukiman dan Lingkungan

Hidup, Dinas Perikanan,

Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan, Dinas KoPerasi,

Usaha Mikro dan

Perdagangan

x x x x x x x x



I'age

Fase Percepatan

Pembangunan

Infrastruktur dan

Energl

Perangkat Daerah

Penanggung-Jawab
2018 20L9 2020 2o/21 2022 2o.23 2024 2o25

b. Pemberian

insentif dan

disinsentif bagi

penanaman

modal di lokasi

kawasan

wilayah bagian

utara dengan

selatan.

Badan Perencanaan,

Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah, Dinas

Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang, Dinas

Perumahan Kawasan

Permukiman dan Lingkungan

Hidup, Dinas Perikanan,

Dinas Pariwisata dan

Kebudayaa.n, Dinas Koperasi,

Usaha Mikro dan

Perdagangan, Badan

Keuangan Daerah.

x x x x x x x x



I'ase

Fase Percepatan

Pembangunan

Infrastruktur dan

Energi

Perangkat Daerah

Penanggung-jawab
2018 20L9 20.2ol 202L 2A22 2o.29 2424 2025,

c. Mendorong

pengembanga

n infrastruktur
penunjang

kegiatan

penanaman

modal secara

seimbang dan

sesuai

kebutuhan

antara

kawasan utara

dengan

selatan.

Badan Perencanaan,

Pembangunart, Penelitian dan

Pengembangan Daerah, Dinas

KomUnikasi dan Informatika,

Dinas Perhubungan, Dinas

Penanaman Modal dan PTSP.

x x x x x x x x



Fase

Fase Pengembangar

Skala Industri

Menengah

Perangkat Daerah ,

Penanggung-jawab
2018 2AL9 2020 202t 2022 20?,3 2024 2o.2s

b. Optimalisasi

pola kerja sama

antara usaha

mikro, dan

koperasi dengan

pihak lain dalam

rangka

pengembangan

usaha dalam

bidang:

manajemen,

produksi,

permodalan dan

pemasaran.

Dinas Penanaman Modal dan

PTSP, Dinas Koperasi, Usaha

Mikro dan Perdagangan.

x x x x x x x x



Fase Percepatan
Pembangunan

Infrasttuktur dan

Energi

Peraagkat Daerah

Penanggung-jawab

Pengembangan

penanaman

modal difokuskan

pada

Pangan,

dan

sekto

Ene

lnfrastruktur.

2A23 2024

Badan Perencanaan,

Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah, Dinas

Penanaman Modal dan PTSP,

llinas Pertanlan dan Pangan,

Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang, Dinas

Perumahan Kawasan

Permukiman dan Lingkungan

Hidup, Bagian Adrninistrasi

Perekonomian dan Sumber



f,'ase

Fase Percepatan
Pembangunan

Infrastruktur das

Energi

Perangkat Daerah

Penaaggung-Jawab
2018 2019 20.2A 20.21 20.22 20.2,9 2A24 2o/25

a. Penetapan

skala prioritas

utama sektot

pangan, energi
dan

infrastruktur

dalam

dokumen

masterplan

investasi.

Daya Alam Sekretariat
Daerah.

Badan Perencanaan,

Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah, Dinas

Penanaman Modal dan PTSP,

Dinas Pertanian dan Pangan,

Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang, Dinas

Perumahan Kawasan

Permukiman dan Lingkungan

Hidup, Bagian Administrasi

x x x x x x x x



Fase

Fase Percepatan

Pembaugunao

Infrastruktur dan

Energi

Perangkat Daerah

Penanggung-jawab
2018 2019 2A20 2A2L 20.22 20.29 2424 20.25

b. Penetapan

roadmap

investasi Yant

mendahuluka

n sekto

pangan, energi
dan

infrastruktur.

Perekonomian dan Sumber

Daya Alam Sekretariat

Daerah.

i

Badan Perencanaan,

Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah, Dinas

Penanaman Modal dan PTSP,

Dinas Pertanian dan Pangan,

Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang, Dinas

Perumahan Kawasan

Permukiman dan Lingkungan

x x x



Fase

Fase Percepatan
Pombangunan

Infrastruktur dan

Energi

Perangkat Daerah

Penanggung-jawab
2018 2019 20.20 2A2t 2022 2029 2024 2A25

C. Memberikan

insentif

khusus bagi

penanaman

modal disektor

panga-tl, energi
dan

infrastruktur.

Hidup, Bagian Administrasi

Perekonomian dan Sumber

Daya Alam Sekretariat

Daerah.

Badan Keuangan Daerah,

Dinas Penanaman Modal dan

PTSP, Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan, Dinas

Perikanan, Dinas Pertanian

dan Pangan

x x x x x x x x



Tabel 3. Peta Panduan (Roadmap) Implemeutasl RUPMD

FaseIII : Pengembargan Skala Industri Meneugah

Fase

Fase Pengembangar

Skala Industri
IUlenengah

Perangkat Daerah

Penangguag-jawab
2018 2A19 2020 2A2t 20.22 2023l 2024 2o.25

Roadmap

Penanaman

Modal

Daerah

1. Pemantapan

pengembangan dan

pemberdayaan

Usaha Mikro, dan

Koperasi melalui

peningkatan

kemudahan dalam

penanaman modal

menuju industri

skala menengah

Badan Perencanaan,

Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah, Dinas

Koperasi, Usaha Mikro dan

Perdagangan, Dinas

Penanaman Modal dan PTSP,

x x x x x x x x



Fase

Fase Pengembangan

Skala Industri
Menengah

Peraogkat Daerah 1

Penanggung-jawab
2018 20t9 2A20, 2021 20,22 2028 2ol24 2oi26

a. Pemantapan 
Iskala usahal

mikro, O*l
koperasimelalui 

ipeningkatan

kemampuan

usaha dari sisi:

permodalan,

manajemen,

produksi dan

pemasaran,

sehingga keias

usaha mikro,

dan koperasi

dapat

meningkat.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro

dan Perdagangan.

x x x x x x x x



Fase

f,'ase Pengembaogatr

Skala ladustrl
Meneagah

Perangkat Daerah t

Penanggung-jawab
2018 20L9 2020 20.21 2422 2029 2o.24 2026

C. Pembentukan

badan usaha

baru dengan

skala yang lebih

besar oleh para

pelaku usaha

mikro, dan

koperasi untuk

meningkatkan

kelas usaha agar

mampu

meningkatkan

daya saing

dengan usaha

besar.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro

dan Perdagangan.

x x x x x x x x



Tabet 4. Peta Panduan (Rciadmapfinrplementasi RUPMD

Fase IV : Pengembangan Ekonomi Berbasis

Pengetahuan

Perangkat Daerah

Penanggung-jawab

Fase Pengembarrgan

Ehonomi Berbaris

Pengetahuan

Badan Perencanaan,

Pembangunan,

Penelitian dan

Pengembangan Daerah,

Dinas Penanaman

Modal dan PTSP, Dinas

Perumahan Kawasan

Permukiman dan

Lingkungan Hidup,

Pengembangan

penanaman mod

lingkungan (G

Investment ).

Roadmap

Penanaman

Modal

Daetah



Fase

Fase Pengembangarr

Ekonomi Berbasis
i

Pengetahuan

Peraugkat Daerah !

Penaaggung-Jawab
2018 20L9 2020 2o.21 2022 2028 2024

2o/2

b

a. Mengembangkan

penanaman mod"al

diarahkan pada

sektor- sektor

prioritas dan

teknologi yang

ramah lingkungan,

serta pemanfaatan

potensi sumbet

daya energi baru

dan terbarukan dari

hulu hingga hilin

dan

Badan Perencanaaa,

Pembangunan,

Penelitian dan

Pengembangan Daerah,

Dinas Penanaman

Modal dan PTSP, Dinas

Perumahan Kawasan

Permukiman dan

Lingkungan Hidup,

Dinas Perindustrian

dan Tenaga Kerja.

x x x x



No Fase

tr'ase Pengembangan

Ekonomi Berbasls

Pengetahuau

Perangkat Daerah 4

Penanggung-jawab
2018 2019 20.20 20.21 2022 2023 ?"o.24

I

b. Memproses

penanaman modal

diarahkan

bersinergi dengan

kebijakan dan

program

pembangunan

lingkungan hidup,

transportasi,

industri, energi. dan

pengolahan limbah

serta program

pencegahan

kerusakan keaneka

ragaman hayati.

Dinas Penanaman

Modal dan PTSP, Dinas

Perumahan Kawasan

Permukiman dan

Lingkungan Hidup,

Dinas Perindustrian

dan Tenaga Ker.l'a.

x x x



2.

3.

4.

BAB VI

PELAKSANAAN

Terhadap arah dan kebijakan penarraman modal yang telah diuraikan

diatas, RUPMK memerlukan suatu langkah-langkah konkrit pelaksanaan

sebagai berikut:

1. Masing-masing Perangkat Daerah yang berfugas sebagai

penanggungiawab pelaksanaan RUPMD ini men5rusun kebijakan

yang terkait dengan kegiatan pena.naman modal dengan mengacu

kepada RUPMK.

Perangkat Daerah melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan

dalam RUPMK ini dan prioritas pengembangan potensi Daerah yang

telah ditetapkan oleh Bupati.

Dalam penJrusunan RUPMK telah mengacu pada kebijakan dan

ketentuan dalam Rencana Umum Penanaman Modal Nasional dan

Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Tengah.

Melakukan evaluasi bidang-bidang usaha yang memperoleh fasilitas,

kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang diberikan

Pemerintah dan/atau insentif serta kemudaharl penanarnan modal

yang diberikan Pemerintah Daerah secara berkala yang dilaksairakan

oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan melibatkan

Perangkat Daerah terkait.

Peningkatan upaya promosi Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten

Barito Timur menjadi leading sektor dalam identifikasi dan

penyusunan potensi Penanaman Modal di Kabupaten Barito Timur

dan pemasaran po"fensi Penanaman Modal secara efektif dan tepat

sasaran.

BUPATI BARITO TIMIIR,

5.

AMPERA A. ITIEBAS


